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ABSTRAK 

Unsur melawan hukum pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi memiliki pengertian secara formill dan materill. Sehingga dalam 

menentukan seseorang memenuhi unsur melawan hukum pada Pasal 2 

UU(PTPK) tersebut memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Maka oleh sebab 

itu penelitian ini akan mengkaji mengenai Analisis Terhadap Pertimbangan 

Hakim Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Padang. Dengan 

mengangkat permasalahan sebagai berikut: Pertama, Dasar Yang Digunakan 

Hakim Dalam Pertimbangannya Untuk Menentukan Terdakwa Tindak Pidana 

Korupsi Memenuhi “Unsur Melawan Hukum” Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Padang. Kedua, Pandangan 

hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sumatera Barat Pada Pengadilan 

Negeri Padang Kelas 1Aterhadap “unsur melawan hukum formil” dalam 

beberapa kasus Tindak Pidana korupsi yang didakwakan Pasal 2 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. Hasil dari penelitian yaitu unsur melawan hukum secara materiil tidak 

lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat sedangkan secara formil unsur 

melawan hukum dalam tindak pidana korupsi masih memiliki kekuatan hukum 

yang mengikat, yang dipahami bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana jika 

perbuatan seseorang melanggar peraturan perundang undangan Metode 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau studi kepustakaan 

dengan dibantu wawancara sebagai data pendukung. Penelitian ini bersifat 

deskriptif analisis karena dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran yang konkret tentang penafsiran unsur melawan hukum pada Pasal 2 

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Melawan Hukum, Pertimbangan Hakim. 

 


